BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 250/V/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 32/I/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Pejabat
Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 32/I/Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

' Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
d Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
A\ Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7077);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6523);

' Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
d Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
A\ Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan
Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Nomor 6797);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 164);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat
atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1076);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 31);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 53);

' Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
d Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
A\ Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 32/1/Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang
Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan
Bupati Kepulauan Selayar Nomor 32/I/Tahun 2025 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku

surut sejak tanggal 17 April 2025 .

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar

%

MUHAMMAD NATSIR ALI

LA

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
d Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
A\ Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 250/V/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 32/I/TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK DAERAH, DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2025
NO | PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT JABATAN PENGELOLA BARANG
1| SEKRETARIAT DAERAH Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
2| BPKPD NURSAL IKHSAN, S.E,M.Ak. Pg:ﬁi;giﬂfﬁ?gzggﬁgl\l
3| BPKPD ANDI ARWIS, S.T.,M.Si. PENGBUAiUASNiA;ﬁT}? ;igsi;OLA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

( &5 Pemerintah Kabupaten
@} Kepulauan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI

%

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 250/V/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN

ATAS LAMPIRAN

KEPUTUSAN

BUPATI

KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 32/I/TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGGUNA BARANG

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN PENGELOLA

NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT BARANG
1| SEKRETARIAT DAERAH Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev. PENGGUNA BARANG
2| SEKRETARIAT DPRD Drs. AHMAD YANI PENGGUNA BARANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
3| OINAS PRI MASDAR ] PRATAMA, S.Kom, M.M. PENGGUNA BARANG
4| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA | 1, \11;5yTARI, M.M.Pub. PENGGUNA BARANG
RUANG
5| DINAS KESEHATAN dr. H. HUSAINI, M.Kes. PENGGUNA BARANG
6| DINAS PERHUBUNGAN Drs. SUARDLM.M. PENGGUNA BARANG
7| DINAS PERIKANAN ANDRIANY GUSRAM, S.Pi. PENGGUNA BARANG
g| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN |\ ) AN s.pi,MM. PENGGUNA BARANG
PANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
9 PENCATATAN SIPIL Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M. PENGGUNA BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
10| PEREHPUAN, PERLINDUNGAN &Y Drs. ANDI MASSAILE PENGGUNA BARANG
KELUARGA BERENCANA
DINAS PARIWISATA DAN
11| PIAS PARTN NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S. PENGGUNA BARANG
DINAS PENANAMAN MODAL, DAN .
12 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Drs. HLANDI NUR HALIQ, M.Si. PENGGUNA BARANG
13| DINAS SOSIAL Hj. SATMAWATI, S.S0s,M.A.P. PENGGUNA BARANG
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, )
14| D G o o 1| ANDI ABDURRAHMAN, SE. M. PENGGUNA BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN
15| ZULFIKRI, S.S.T.P. PENGGUNA BARANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN .
16| bEMUKIMAN SIREGAR, S.STP., M.Si. PENGGUNA BARANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
17| DINAS PERE H. SALAHUDDIN, S.Sos. PENGGUNA BARANG
18| DINAS LINGKUNGAN HIDUP MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T,M.M. PENGGUNA BARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, )
19| I TSTIK DAN PERSANDLAN Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E,M.M. PENGGUNA BARANG
20| INSPEKTORAT DAERAH IRWAN BASO, S.S.T.P. PENGGUNA BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
21| PEMADAM KEBAKARAN DAN SAPARUDDIN, S.505,M.M. PENGGUNA BARANG
PENYELAMAT
22 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. dr. HAZAIRIN NUR, Sp.B, FICS. PENGGUNA BARANG

HAYYUNG

%

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




JABATAN PENGELOLA

NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT BARANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
23| DAN PENDAPATAN DAERAH NURSAL IKHSAN, S.E.,M.AK. PENGGUNA BARANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
24| PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E. M.M. PENGGUNA BARANG
MANUSIA
BADAN PERENCANAAN
25| PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si. PENGGUNA BARANG
PENGEMBANGAN DAERAH
26 Egﬁ?i\]’(KESATUAN BANGSA DAN Hj. ANDI DAENG, S.Sos.,M.H. PENGGUNA BARANG
BADAN PENANGGULANGAN
27| BADAN PENANCCY Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M. Pub. PENGGUNA BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN )
28| REr AN AGARERIAAN Hj. ANDI ROS IRMA, S.50s. PENGGUNA BARANG
29 | KECAMATAN BONTOMATENE RUSMIN, S.S0s.,M.M. PENGGUNA BARANG
30 | KECAMATAN BUKI DEMPAK, S.Pd. PENGGUNA BARANG
31| KECAMATAN BONTOMANAI MUHAMMAD ASRI, S.Sos.,M.M. PENGGUNA BARANG
32| KECAMATAN BENTENG ANDI MASTATAR, S.Pd.I. PENGGUNA BARANG
33| KECAMATAN BONTOHARU ANDI BATARA GAU, S.E. PENGGUNA BARANG
34| KECAMATAN BONTOSIKUYU Drs. MUHAMMAD ARIS PENGGUNA BARANG
35| KECAMATAN TAKABONERATE ANDI CACO AMRAS,S.T., M.M. PENGGUNA BARANG
36 | KECAMATAN PASIMASUNGGU NUR AMIN, S.So0s.I PENGGUNA BARANG
37| KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR | MUHAMMAD RUSTAN R.S,Pd. PENGGUNA BARANG
38| KECAMATAN PASIMARANNU SYAMSIL, S.Sos. PENGGUNA BARANG
39| KECAMATAN PASILAMBENA ANDI IRWAN, S.Pd,M.M. PENGGUNA BARANG
40| KELURAHAN BENTENG AHMAD ASHAR, S.50s. PENGGUNA BARANG
41| KELURAHAN BENTENG SELATAN AHMAD MUNIR, S.P.W.K. PENGGUNA BARANG
42| KELURAHAN BENTENG UTARA FITRAH AFFANDI, S.S.T.P. PENGGUNA BARANG
43| KELURAHAN BATANGMATA MUHAMMAD TAUFIQ, S.Sos. PENGGUNA BARANG
44| KELURAHAN BATANGMATA SAPO ACHMAD NASRUN, S.E. PENGGUNA BARANG
45| KELURAHAN BONTOBANGUN ANDI HUSNI TABA, S.S.T. PENGGUNA BARANG
46 | KELURAHAN PUTABANGUN ACHMAD RAIZAL, S.E. PENGGUNA BARANG
KUASA PENGGUNA
47| PUSKESMAS LOWA ANDI KAMRIDA, S.K.M. R
48| PUSKESMAS BONTOSIKUYU Ns, MUSTAKIM, S.Kep,M.K.M. KUASQAI;SAI\II\IGGGUNA
49| PUSKESMAS BONTOSUNGGU H. FAISAL ANAS, S.K.M. KUASA PENGGUNA
BARANG
KUASA PENGGUNA
50 | PUSKESMAS BENTENG dr. FRENKI WIJAYA VA
KUASA PENGGUNA
51| PUSKESMAS BURUGAIA AHMUDDIN, S.Kep.,Ns. NG
52| PUSKESMAS POLEBUNGING RACHMAWATI, S.Kep.Ns. KUASgAiiI\II\]GGGUNA

%

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




JABATAN PENGELOLA
NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT BARANG
KUASA PENGGUNA
53| PUSKESMAS BUKI BURHANUDDIN, S.K.M. BARANG
54| PUSKESMAS BONTOMATENE EMIL PUTRAWAN, S.Kep,Ns. KUASA PENGGUNA
BARANG
55| PUSKESMAS PARANGIA H. MUHAMMAD ILHAM THAMRIN, S.Kep.Ns KUASQAFI;IZI\II\]%GUNA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI

%

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 250/V/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 32/I/TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN PENGELOLA

NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT BARANG
1| SEKRETARIAT DAERAH DEMMAKBOJA, S.Sos. PE]‘SESESSSQE‘;\UR?NH:AN
2| SEKRETARIAT DPRD DIAN ADY LUHUR, S.H., M.H. PEJ?EQE gggﬁgg%s[(xl\?GAAN
3 BILIZ‘;SRE\EGIXDIDIKAN' PEMUDA DAN ANDI BERLIAN EVAWANI, S.ST P Elggﬁz ggﬁﬁgi%?ﬁ\?:AN
N E{JI\IIS\]SGPEKER]AAN UMUM DAN TATA MUHRIANA. M. ST. PE]A;EQE SSEQTB‘:%S:;?AN
5| DINAS KESEHATAN MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, S.K.M.,M.Kes. PE]QEQESSRQE&%TNH(?AN
6| DINAS PERHUBUNGAN LILY HASDINARI UNTUNG, S.H.,M.H. PEJ‘;EQEgSEﬁE‘:&?&?AI\]
7| DINAS PERIKANAN ZUL JANWAR, S.Kel.,M.Si. PEJ‘:gﬁEgSgﬁg‘:ﬁf&{G‘*m\l
o EX;I\I/E?A PNERTANIAN DAN KETAHANAN ANDI KRISNAYANTL, $.505. PE]APIESE gggﬁgi%sxx;{émN
| B KT
IR A B—— AT PIVATASAARY
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd.,M.M. PEJ?E‘N\E(F;’SEQE‘:%SAAJ?AN
VS TORNOD I | aorronrun savs PR AT
13| DINAS SOSIAL Hj. ANDI JERNIATI, S.IP.,M.H. PE]?ESEESS?E@%?;IGAAN
 ESTERDACACAN KOPEST O | s
15 BX\:\]AB El:’éEAMBERDAYAAN MASYARAKAT SITTI RAHMANIA, S.H. PE]Aplézl\Xl'(I; (l;’ggﬁ’l}‘gilgﬁ\lj—[:AN
16 E]IETA‘?K';EA}XI{IMAHAN DAN KAWASAN RENI DWI ARYANTI, S.P., M.M. PEJ?EQEESEQE%%S:&?AN
17| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Drs. Hj. ANDI MULYANI PE]’;EQEESRQE’?&?;?AN
18| DINAS LINGKUNGAN HIDUP ANDI BAHARUDDIN, S.E. PElggﬁzgggﬁr{ﬁﬂ;‘:Ab‘
1o| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, AAS RAKHMAT, SAP. PEJABAT PENATAUSAHAAN

STATISTIK, DAN PERSANDIAN

PENGGUNA BARANG

20

INSPEKTORAT DAERAH

AGUSTIAWAN, S.T.

PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG

21

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMAT

SAHARUDDIN, S.E.

PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG

22

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H.
HAYYUNG

NUR ALIM, SKM,,M.Kes.

PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG

23

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

RITAWATI, S.S.

PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG

24

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

ANDI NURWALIYAH, S.E.

PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG

@ Elektronik
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JABATAN PENGELOLA

NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT BARANG
25 E‘EAI\]:I)SI_I?]ITPIEAFEEglgﬁl\]L%?\II\(]}gI]\S/IIgABﬁgggNAN' SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E.,.M.A. PEJABAT PENATAUSAHAAN
DAERAH PENGGUNA BARANG
26 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DEWI MARWIYAH, S.E,M.M. PE]?ESESSE?E@%?NH(?AN
27 gﬁgﬁ;ENANGGULANGAN BENCANA PATTA BAU S.Sos, M.Si. PE]?EQESSE?’I}'BAAIIJRSAAI\II{(?AN
] DINAS PERDUSTRIAN A s 55 PEABAT PENATAVSAARY
29| KECAMATAN BONTOMATENE ANDI ROSTATI, S.E. PE]APESEESEQTI‘B‘:%SAAI\II{:AN
30| KECAMATAN BUKI AL AMIN NUR, S. Sos. PE]APESESSII:QTI‘B‘:[]{{SAANHC?AN
31| KECAMATAN BONTOMANAI MUHAMMAD ASRI, S.Sos.,,M.M. PEJ?ESEESE?EAAURSAAI\]]{(?AN
32| KECAMATAN BENTENG RISWAWAN IBRAHIM, S.T.,M.M. PEJ?EQESSE?E@%SAAI\?:AN
33| KECAMATAN BONTOHARU ROSA INDAH HASAN S.P.,M.M. PE]??SESSE?Q:%?;[C?AN
34| KECAMATAN BONTOSIKUYU DARMAWATI, S.IP. PE]‘;ESEgSE?g‘:%SAANHC?AN
35| KECAMATAN TAKABONERATE AHMAD, S.K.M. PEJAP?SE(?SEQT];:%SAAI\II{(?AN
36| KECAMATAN PASIMASUNGGU NUR AMIN, S.Sos.] PE]APESEgSEﬁ'I];‘:%SAAJléAN
37| KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR Drs. MISRANG PEJ?’ESESSEQ%&%?NHC?AN
38| KECAMATAN PASIMARANNU SAMSUDDIN, S.T. PEJAPESEESEQEAAA%S:AI\E{éAN
39| KECAMATAN PASILAMBENA MAHMUD RIZAL,S.K.M PEJAPEGESSEQEAA%SAAI\II{(?AN
40| KELURAHAN BENTENG MURSYIDAYANTI, S.T. PE]APE?IE(I:SE?]]‘BAAURSAAI\II{GAAN
41| KELURAHAN BENTENG SELATAN SYURLINDA, S.E. PEJIADIESE(};SEQTI‘BAALIJRSAAI\II{GAAN
42| KELURAHAN BENTENG UTARA MUHAMMAD RISAL, S.E. PEJAPE?I’(EESEQT]‘BAA%SAAI\]I{GAAN
43| KELURAHAN BATANGMATA BASO RAHMAN, S.Sos. PE]%E%EGP[]JE&\IAA’;AALQSAAI\II—IGAAN
44| KELURAHAN BATANGMATA SAPO MUH. ARFIN, S.A.P. PEL;EQZ(}:SEQT]‘BAAURSAAI\II{GAAN
45| KELURAHAN BONTOBANGUN HERLIANT]I, S.Sos. PEJIADESESSEQE:%S:AI\II{(?AN
46| KELURAHAN PUTABANGUN NUR SYAMSIR, S.A.P. PEJABAT PENATAUSAHAAN

PENGGUNA BARANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

>

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI

%
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 250/V/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 32/I/TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGURUS BARANG PENGGUNA

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

ABATAN PENGELOLA
NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT J BARANG
1| SEKRETARIAT DAERAH NUR ALIM PEN(;IéEIégﬁﬁiANG
2| SEKRETARIAT DPRD RAMDHANI. MS PEN(;léEIééﬁﬁiANG
3 gilx%SR‘Z]éIXDIDIKAN, PEMUDA DAN ABD. RAHMAN, A.M.D. PENgléﬁlézgﬁiANG
4 E{JI\A?\ISGPEKER]AAN UMUM DAN TATA NURSIN, S.T. PEN%%E%?}EQ&ANG
5| DINAS KESEHATAN NUR HIDAYAT, S.E. PEN(;)Iél;I(J}Z]SﬁI:ANG
6| DINAS PERHUBUNGAN MUHAMMAD HAFIDZ YAHYA, A.Md. PEN%%E%ZﬁﬁiANG
7| DINAS PERIKANAN KAMAR FITRAH, S.Pi. PEN(;%E%ZﬁﬁiANG
8 EX\I{]AGZ;ERTANIAN DAN KETAHANAN NUR ASDINA, S.P. PEN%{éﬁgzgﬁiANG
o| INAS KEPENBUDUAN AN s PENGURUS BARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
1] PERUNDUNGAN ANAC PENGENDALIAN | s PENGURYS BARANG
BERENCANA
11| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN NURMAWANGSA,S.E. PEN(;IéEIézﬁﬁiANG
12 DINAS PENANAMAN MODAL, DAN MARHAENI PENGURUS BARANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGGUNA
13| DINAS SOSIAL SM. ANDI ASRI PEN(;IéEIééﬁﬁiANG
1] DA TERDACANCAN KOPERASL AN | g sar. PERGURYS BARAKG
15 BX\:\]ABESXABERDAYAAN MASYARAKAT HASRIAH NINGSI, S.K.M. PEN(;)IéEIéZEﬁiANG
16 ?;\\I/[AUSKF;IFARA[I{IMAHAN DAN KAWASAN AHMAD HARIYANTO NA, S.S.T. PEN(;%E%ZEQIZANG
17 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SITTI ZAKIAH PEN(;Iél;[éZgﬁiANG
18| DINAS LINGKUNGAN HIDUP ANDI ANAS PEN(;[éﬁléiﬁﬁiANG
19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, FIRMAN PENGURUS BARANG
STATISTIK, DAN PERSANDIAN PENGGUNA
20| INSPEKTORAT DAERAH AMIRUDDIN PEN(;léﬁgzgﬁiANG

%
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ABATAN PENGELOLA
NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT J BARANG

N D Povcurs v

PENYELAMAT
- ngUHNSGAKIT UMUM DAERAH K.H. ABDUL RAJAB, SiE. PEN(;IéEL(I;z lBJ‘ﬁ}zANG
| AP PERGEL LA EURGAN AN | s v, PENGURLSBARANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN A.ROSLINDA, S.A.P. PEN%E%ZEQ}XANG
24 IP\’/II:“.AI\II\IGUESI\I/IABANGAN SUMBER DAYA AT SENGURUS BARANG

: PEMBANTU

25| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SUNARDI PENGURUS BARANG

DAERAH
6 ESE;}FII\IKKESATUAN BANGSA DAN MUSTAINAH. S.Sos. PEN(;IéELéZ 3ﬁiANG
. gﬁgﬁ ;’ENANGGULANGAN BENCANA AGUSTINL S.Sos. PEN(;I};E%Z 3ﬁiANG
D PG G
29| KECAMATAN BONTOMATENE SURIATY PEN%%E%ZEﬁiANG
30| KECAMATAN BUKI ANDI WISPAWATI PENg‘éﬁgzﬁﬁi’*NG
31| KECAMATAN BONTOMANAI SUR YANI, S.A.P. PENg‘é‘;‘ézﬁﬁiANG
32| KECAMATAN BENTENG RAHMAT CAHYADI P ENg‘éﬁgzﬁﬁiANG
33| KECAMATAN BONTOHARU ANDI MAPPADULUNG PEN%léEgéﬁﬁiAN G
34| KECAMATAN BONTOSIKUYU ANDI NURMIATI, S.E. PEN%‘éﬁgzgﬁiANG
35| KECAMATAN TAKABONERATE ANDI HARTAWAN BASRAM PEN%%EgzﬁﬁiANG
36| KECAMATAN PASIMASUNGGU MUHAMMAD SALEH PEN%‘éﬁgzgﬁi’*NG
37| KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR MUHAMMAD ASHAR PEN%%ﬁgéﬁﬁiANG
38| KECAMATAN PASIMARANNU ANDI NUR ISRAYANTI, S.E. PENg‘éﬁgZﬁﬁiANG
39| KECAMATAN PASILAMBENA LA MURSADIN ODE ARABU PEN%%EgzﬁﬁiANG
40| KELURAHAN BENTENG ANDI MEGAWATI PEN%‘éﬁgéﬁﬁiA"‘G
41| KELURAHAN BENTENG SELATAN FIRNAWATI, S.A.P. PENg‘éE‘ézﬁﬁiAN G
42| KELURAHAN BENTENG UTARA SUMIATI PENgléﬁgzgﬁiAN G
43| KELURAHAN BATANGMATA ASMAWATI RAIS PEN%‘éﬁgzgﬁi’wG
44| KELURAHAN BATANGMATA SAPO MUH.ARFIN,S.AP PEN‘;%‘;%Z{?QZANG
45| KELURAHAN BONTOBANGUN RANTIANI PEN%%E%ZﬁﬁiANG
46 | KELURAHAN PUTABANGUN HERLINA SYAM, S.E. PENg‘éﬁgéﬁﬁiAN N

%
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ABATAN PENGELOLA
NO PERANGKAT DAERAH NAMA PEJABAT J BARANG
47| PUSKESMAS LOWA SUARDI JAYA, A.Md.Kep. PENCURLS BARANG
48| PUSKESMAS BONTOSIKUYU INRA ANIRAHI, S.Kep.Ns. PEN%%EgégﬁiANG
49| PUSKESMAS BONTOSUNGGU SABRI, S.Kep.,Ns. PENGURUS BARANG
50| PUSKESMAS BENTENG EKO PRATAMA PUTRA, S.Si.Apt. PENGURUS BARANG
51| PUSKESMAS BURUGAIA RISNAWATI PANCA SAKTI, S.K.M. PENGUR S BARANG
52| PUSKESMAS POLEBUNGING NUR WAHIDAH, Amd.Keb. PENGURUS BARANG
53| PUSKESMAS BUKI ANDI APRIANI, S.Kep,Ns. PENg‘éﬁgzgﬁiAN G
54| PUSKESMAS BONTOMATENE ALIM BAHRI, AMK.G. PEN(;%EI(J;ZﬁﬁiANG
55| PUSKESMAS PARANGIA Apt. DIRGA TRI SETIA MUCHTAR S.Farm PENGURS BRRANG

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

%

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI

%
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